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Abstrak
Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengenal istilah angkan-angkanan, sebuah
tradisi mengangkat persaudaraan diantara warga. Pemicu angkat persaudaraan ini bisa karena
perselisihan, kecelakaan atau karena nama yang sama. Persaudaraan ini diikat oleh sumpah atau janji
yang sama-sama dijaga oleh kedua belah pihak. Tradisi ini telah ada sejak masa kesultanan yang dikenal
dengan ‘angkat saudara’. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi kepustakaan,
penelitian ini menggali latar belakang kemunculan angkan-angkanan yang melembaga menjadi sebuah
tradisi bagi masyarakat PALI. Selain itu, penelitian ini juga menggali efektifitas angkan-angkanan
dalam pengelolaan kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi ini merupakan bentuk konsensus
antara penguasa dan masyarakat dengan mempertimbangkan sisi ekonomi dan politik. Melalui hubungan
angkan-angkanan, tujuan memperluas kekuasaan serta pengamanan wilayah menjadi tercapai. Pada
masa kini, angkan-angkanan menjadi tradisi yang dimodifikasi dalam bentuk yang lebih populis.
Kata kunci: Angkan-angkanan, kekerabatan, strategy ekonomi, strategi politik
Abstract
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) societies has the concept of “angkan-angkanan”, a tradition of
raising brotherhood among citizens. This fostering brotherhood can be caused by disputes, accidents
or because of the same name. This brotherhood is bound by an oath or promise that is equally guarded
by both parties. This tradition has existed since the time of the sultanate which is known as ‘brother
lift’. Through qualitative descriptive methods with interviews and literature studies, this research
explores the background of the emergence of institutionalized figures into a tradition for the people of
PALI. In addition, this research also explores the effectiveness of the figures in the management of
power. This study shows that this tradition is a form of consensus between the authorities and the
community by considering the economic and political side. Through a symbolic relationship, the goal
of expanding the power and securing the territory is achieved. At present, the numbers become a
modified tradition in a more populist form.
Keywords: Angkan-angkanan, kinship, economic strategy, political strategy
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PENDAHULUAN
Berbicara kekuasaan tidak selalu mengenai penguasa dan yang dikuasai, tidak juga hanya
tentang dominasi dan didominasi. Lebih luas dari itu, kekuasaan erat kaitannya dengan bagaimana
mengelola seluruh sumber daya dengan sebaik mungkin untuk menciptakan keadilan serta
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang berada dalam lingkup kekuasaan tersebut. Kekuasaan
merupakan upaya positif dalam membangun suatu bangsa ke arah kemakmuran dan
kemaslahatan. Bahkan para filsuf klasik mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan,
keadilan dan kebebasan  (Afandi, 2011:132).
Strategi kekuasaan untuk mencapai target yang telah diproklamirkan tentu saja harus
melibatkan banyak sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, penguasa
harus mampu mempengaruhi orang lain untuk dapat bersama-sama mencapai target tersebut.
Kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok dimanfaatkan untuk
mengontrol orang lain. Upaya mengontrol dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang
halus hingga kasar. Taktik ingratiation, personal appeals, inspirational appeals, rational
persuasion, dan consultation dianggap sebagai taktik-taktik yang lebih lembut atau halus (softer
tactics) dan merupakan taktik-taktik yang mendasarkan diri pada personal power. Sedangkan
taktik pressure dan legitimation, yang menekankan pada kekuasaan formal, dianggap sebagai
taktik yang lebih keras (harder tactics) (Marianti, 2011:57).
Sentuhan dengan masyarakat dengan latar belakang berbeda akan menghasilkan upaya
dan strategi penguasaan yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara penguasa dan masyarakat
bisa saja menimbulkan kegagalan, bahkan sampai berakibat pada konflik jika strategi
kekuasaannya tidak tepat. Disisi lain, strategy yang lebih manusiawi bisa mendorong adanya
tawar-menawar dan menghasilkan konsensus yang saling menguntungkan dua belah pihak.
Walau tidak tertutup juga kemungkinan akan merugikan satu pihak. Ketika ruang untuk tawar-
menawar dibuka, maka keputusan memungkinkan untuk diambil secara ideal dan dapat saling
menguntungkan. Ideal dalam artian melalui pertimbangan yang matang dengan berbagai
parameter yang saling memuaskan antara penguasa dan masyarakatnya. Ketika itu terjadi, maka
cara tersebut kemungkinan besar akan diterima secara luas oleh masyarakat.
Berbagai hal dipertimbangkan baik oleh penguasanya maupun oleh masyarakat dalam
membangun konsensus yang dapat menguntungkan untuk pihaknya. Alasan ekonomi seperti
kenyamanan berusaha, kemudahan akses pada sumber produksi menjadi alasan masyarakat
untuk dapat melanjutkan hidup. Di pihak penguasa, penguasaan pada satu wilayah menjadi
jalan untuk meningkatkan perekonomian kerajaan melalui pemberlakuan pungutan pajak kepada
warganya. Alasan politik tentu menjadi pertimbangan lain, rasa terlindungi oleh penguasa
menjadi hal penting bagi masyarakat. Sementara bagi penguasa, perluasan wilayah, pertahanan
keamanan dan kelanggengan kekuasaan menjadi hal paling utama.
Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu
yang dapat diukur. Kekuasaan bagi dia ada dimana-mana, karena kekuasaan merupakan satu
dimensi dari relasi. Artinya, dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Afandi, 2011:147).
Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif
Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar (omnipresent)
dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan (Mudoffir, 2013:76). Kekuasaan
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adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara
dapat mewajibkan seseorang untuk mematuhinya.
Salah satu tradisi yang bisa dikatakan lahir dari hasil pengelolaan kekuasaan adalah
tradisi angkan-angkanan. Tradisi ini berkembang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI) Provinsi Sumatera Sealtan. Tradisi ini adalah kegiatan mengikat persaudaraan dengan
orang lain karena dipicu oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang menurut masyarakat unik.
Beberapa hal yang mendorong terjadinya angkan-angkanan yakni kesamaan nama dalam acara
pemberian nama pada seorang bayi, kecelakaan yang melibatkan dua pihak, serta adanya
perselisihan. Beberapa kejadian tersebut bisa berakhir pada kesepakatan damai antar dua belah
pihak dan diikat dengan perjanjian. Selanjutnya, hubungan yang diikat dengan angkan-angkanan
menjadi pengikat hubungan yang sangat kuat dimasa depan dan saling membantu dalam berbagai
persoalan.
Tradisi ini tidak hanya ditemukan di Kabupaten PALI tapi juga di beberapa daerah
sumatera bagian selatan, khususnya yang masuk dalam wilayah Kesultanan Palembang dahulu.
Selain di di Kabupaten PALI Sumatera Selatan, tradisi angkan-angkanan juga ada Kabupaten
Kaur, Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini tradisi angkan-angkanan masih tetap dilakukan oleh
berbagai warga, khususnya bagi orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan. Bagaimana tradisi
ini lahir dan berkembang menjadi tradisi masyarakat PALI secara turun temurun menjadi alasan
penulis untuk mengangkatnya dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk mengetahui ada atau
tidaknya relasi yang terbangun antara penguasa dan masyarakat dalam menciptakan tradisi
angkan-angkanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemunculan dan melembaganya tradisi
angkan-angkanan dalam masyarakat Kabupaten PALI. Dua pihak dengan latar dan kepentingan
berbeda ditengarai melahirkan satu konsensus yang saling menguntungkan di antara keduanya.
Konsensus ini lahir dari relasi antara penguasa yang ingin melakukan konsolidasi ekonomi
dengan masyarakat yang ingin mempertahankan sumber-sumber produksinya. Selain itu
perbedaan kepentingan tersebut terletak pada ekspansi kekuasaan pihak penguasa dengan
kebutuhan akan rasa aman di pihak masyarakat.
Penelitian ini selanjutnya mengungkap bagaimana penguasa memastikan kepatuhan
masyarakat atas pengakuan kekuasaan yang telah disepakati melalui angkan-angkanan. Berbagai
cara seperti pemberian gelar pangeran, pengangkatan sebagai jenang, melaksanakan tradisi
milir sebah serta menerapkan sistem tibang-tukong dilakukan. Di sisi lain, cara-cara tersebut
justru menguntungkan bagi penguasa baik secara politik maupun ekonomi. Manfaat yang bisa
ditarik dari hasil penulisan ini adalah dapat menjadi referensi ilmiah secara akademis. Sementara
untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan hubungan sosial seperti angkan-angkanan.
Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai
properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat
dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui
tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara.
Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan
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atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma
(Weber) (Mudoffir, 2013:76).
“... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent
in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process
which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves
them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a
system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one
another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional
crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various
social hegemony.” (Foucault, 1990:92-93).
Pandangan politik Foucault sendiri telah dikembangkan oleh sosiolog lain, dan sudah
lazim pula menyebut pemikiran politik pascamodernisme tersebut sebagai kekuasaan yang
menciptakan solidaritas sosial dan pembebasan, bukan kekuasaan yang mengkooptasi (Foucault
dalam Agusta, 2008:268).
Governmentality yang berpusat pada persoalan keamanan, populasi, dan teritori juga
telah semakin mengglobal, tidak hanya menjadi persoalan lokalitas suatu negara bangsa. Justru
isu di mana negara adalah penyelenggara kesejahteraan warganya menjadi dasar baginya
mengendalikan populasi dan teritori sebagai wilayah beroperasinya kekuasaan itu.
Interkoneksivitas berlangsungnya kekuasaan dengan dunia global menggambarkan bahwa
kekuasaan tidak lagi beroperasi secara hegemonik melainkan telah melampauinya. Isu
teritorialisasi dan keamanan suatu negara dalam konteks hubungan eksternal negara dengan
dunia luar dengan membuat distingsi kawan-lawan berimplikasi pada bagaimana suatu negara
memerintah atau menjalankan kekuasaannya terhadap warganya. Governmentality adalah
rasionalisasi bagaimana negara menjalankan kekuasaannya dalam mengatur populasi (Mudoffir,
2013:89-90).
Foucault, seperti yang dikatakan oleh Konrad Kebung tidak mencari relasi-relasi
kekuasaan pada kuasa represif, struktur politis, tuan dan hamba, pemerintah, dan kelas sosial
dominan. Ia menaruh perhatian pada mekanisme kuasa dan strategi kuasa. Ia tidak berbicara
tentang apa itu kuasa, melainkan bagaimana kuasa dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai
kebenaran (Basis, No. 01–02, Tahun Ke-51:34). Foucault justru mencari kekuasaan di tempat-
tempat yang tersulit, yakni dalam kinerja perasaan, cinta, kesadaran, naluri dan dalam
kungkungan pedoman, pengamatan dokter serta perubahan berdampak luas dalam bidang ilmu,
seperti biologi dan linguistik (Foucault dalam Wijaya, 2012:142).
Siswono (2009) dalam penelitiannya menemukan beberapa kesimpulan yakni pertama,
bahwa proses tarik-menarik antara berbagai kepentingan, proses makna-memaknai dan tafsir-
menafsirkan merupakan proses yang menandai bekerjanya kekuasaan yang terus berkembang
sesuai kepentingan masingmasing pihak yang terlibat. Kedua, proses negosiasi dan akomodasi
dilakukan masing-masing pihak tersebut demi melanggengkan kepentingannya untuk menguasai
trotoar. Ketiga, tindakan resistensi, negosiasi dan akomodasi yang berkembang dalam hubungan-
hubungan kekuasaan merupakan konstelasi yang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja,
tetapi memerlukan tindakan-tindakan yang arif, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang
selama ini cenderung adanya kekerasan.
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Sementara itu Wijaya (2012:142-143) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kekuasaan
itu terlihat adanya disposisi, manuver, taktik, dan teknik para intelektual organik konservatif
dari berbagai aliran untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Namun relasi
kekuasaan yang ditemukan di dalamnya tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan sebuah
terobosan baru.
Hasil penelitian Febryano et al (2015:125) menunjukkan bahwa perlu dikembangkan
jejaring yang lebih luas melalui kolaborasi agar dapat mendorong kebijakan pemerintah
kabupaten yang lebih berpihak pada pengelolaan mangrove secara lestari. Cara lain dapat
ditempuh dengan menjalin relasi dengan pengusaha melalui akademisi yang merupakan bagian
dari jejaring tersebut sehingga dapat mendorong kesadaran pengusaha tentang pentingnya fungsi
dan manfaat mangrove terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budidaya udang serta
mata pencaharian masyarakat.
METODE PENELITIAN
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik
pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat yang pernah
terlibat dalam kegiatan Angkan-angkanan. Wawancara juga dilakukan secara sambil lalu kepada
masyarakat yang pernah terlibat dalam acara penetapan angkan-angkanan.
Dalam studi pustaka, penulis juga mencari berbagai informasi dari berbagai buku terbitan
masa lalu terkait dengan Kesultanan Palembang. Hal ini menurut penulis relevan untuk
mengetahui secara historis bagaimana angkan-angkanan muncul pertama kali dan apa
kepentingannya. Berbagai informasi dan data yang terkumpul baik melalui penelusuran referensi
maupun melalui wawancara selanjutnya dianalisis dengan menarik kesaling hubungan gejala
dan akibat dari suatu peristiwa. Memilah informasi yang relevan dan tidak dengan tema yang
diangkat. Hal-hal yang relevan lalu diorganisir dan data yang tidak relevan dipisahkan. Data-
data relevan yang sudah terorganisasi kemudian diintegrasikan untuk menarik kesimpulan sesuai
tema yang dibahas.
PEMBAHASAN
Penukal Abab Lematang Ilir dan Uluan Palembang
Kabupaten PALI adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan.
Kabupaten ini baru disahkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2013 berdasarkan
Undang-undang nomor 7/2013. Ibukota Kabupaten PALI terletak di Kecamatan Talang Ubi
tepatnya Pendopo. Awalnya PALI merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Muara Enim.
Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten
Banyuasin di sebelah utara, Kabupaten Muara Enim di sebelah timur, Kabupaten Muara Enim
dan Kota Prabumulih di sebelah selatan serta Kabupaten Musi Rawas di sebelah barat.
Untuk tiba di Pendopo sebagai ibukota Kabupaten, kita dapat menggunakan kendaraan
darat roda dua maupun roda empat. Jarak dari kota Palembang sebagai ibukota provinsi ke
Pendopo berkisar 138 km. Jarak ini bisa ditempuh selam 3-4 jam dengan kondisi jalan baik.
Luas wilayahnya Kabupaten PALI berkisar 1.840,00 Km2. Luas ini dibagi menjadi lima
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kecamatan yang terdiri dari 65 desa dan enam kelurahan. Adapun lima kecamatan tersebut
yakni: Kecamatan Talang Ubi, Penukal, Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang.
Kabupaten PALI merupakan dataran rendah dan berada pada ketinggian <100 mdpl (di
atas permukaan laut). Jenis tanah terdiri dari alluvial, podsolik merah kuning, asosiasi gley,
asosiasi podsolik cokelat kekuningan. Kabupaten ini memiliki curah hujan yang bervariasi
antara 98,98 mm sampai dengan 412,26 mm per tahun (Adijihara, 2017:14). Selain itu terdapat
dua yaitu Sungai Musi dan Sungai Lematang yang mengalir di wilayah ini. Pada masa lalu,
sungai tersebut sangat bermanfaat sebagai sumber air, penghasilan, transportasi serta sumber
irigasi lahan pertanian masyarakat. Pentingnya peran sungai pada masa lalu mendorong pinggiran
sungai dijadikan sebagai pemukiman penduduk.
Dari data statistik, penduduk PALI pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai 182.112
jiwa. Sejak tahun 2012 hingga 2016 pertumbuhan jumlah penduduk cenderung mengalami
penurunan yakni (1,66-1,57-1,55-1,47-1,45). Jumlah penduduk didominasi oleh penduduk muda
dengan angkatan kerja diperkirakan 88.078 jiwa, bekerja 87.253 jiwa, menganggur 825 jiwa.
Sementara itu ada penduduk yang bukan angkatan kerja 31.147 jiwa, bersekolah 12.465 jiwa,
mengurus rumah tangga 13.399 jiwa, lainnya sekitar 5.283 jiwa. Beberapa jenis pekerjaan yang
ada diantaranya petani/pekebun, buruh harian lepas, wiraswasta, buruh tani, karyawan swasta,
honorer, pedagang, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan Guru (BPS Kabupaten Muara Enim 2017).
Jika merujuk pada literatur sejarah Kesultanan Palembang, kuat dugaan bahwa daerah
PALI merupakan daerah bekas Kesultanan Palembang. Secara geografis wilayah Kabupaten
PALI merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang dilalui sungai Lematang. Sungai
Lematang merupakan bagian dari wilayah Batanghari Sembilan, yaitu daerah yang dilalui
sembilan sungai utama. Kesembilan sungai tersebut adalah Sungai Banyuasin, Kikim, Kelingi,
Lakitan, Lintang, Rawas, Lematang, Ogan dan Komering (Santun et al, 2010:3). Selain daerah
Batanghari sembilan, Kesultanan Palembang juga meliputi daerah Negeri Luar yang merujuk
pada Pulau Bangka dan Belitung (Rahim dalam Nawiyanto dan Eko, 2016:49).
Sebagai wilayah yang dialiri banyak sungai, kesultanan Palembang kemudian dikenal
dengan iliran dan uluan (Peeters, 1997; Santun et al, 2010; Zed, 2003:34-35; Nawiyanto dan
Eko, 2016:49). Secara sederhana iliran berari daerah hilir sungai dan uluan adalah daerah hulu
sungai. Namun tentu pembagian tersebut tidak sesederhana itu. Terdapat beberapa perbedaan
antara iliran dan uluan baik dari sisi geografis, sosial  dan ekonomi. Perbedaan keduanya juga
tidak lepas dari diidentifikasikan iliran sebagai pusat ibukota sehingga lebih bercorak modern.
Sementara, uluan dikategorikan masih berada dalam alam tradisional, karena sedikit mendapat
sentuhan pusat ibukota keresidenan (Santun et al, 2010:2).
Menentukan Kabupaten PALI dalam wilayah Iliran atau Uluan bisa dilihat bagaimana
perannya dalam kesultanan. Pada masa lalu Kabupaten PALI mempunyai peran penting dalam
produksi hasil hutan terutama rotan dan kapas. Bahkan Lematang Ilir pernah menjadi pusat
budidaya kapas dan memasok lebih dari setengah produksi Kesultanan Palembang. Peran ini
juga yang mendorong petani Lematang Ulu dan Lematang Ilir membuka kebun rotan (Kamerling
dalam Peeters, 1997:53). Berkat besarnya luas penanaman kapas, rute pelayaran melalui (Sungai)
Lematang dari Palembang ke Muara Enim juga menjadi jalan perdagangan terpenting dari Ilir
ke Ulu (Kuyper dalam Peeters, 1997:50).
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Tuntutan tanaman kapas terhadap jenis tanah dan iklim, dapat menjelaskan suksesnya
penanaman kapas di dataran rendah uluan Palembang. Di keresidenan Palembang, penanaman
kapas terbatas pada dataran rendah, dimana perbedaan antara musim hujan dan kemarau lebih
menonjol (Van Setten dalam Peeters, 1997:50). Di tanah yang berawa dengan persentase air
yang tinggi, kapas ulu tidak dapat tumbuh subur, dan tanaman menjadi busuk tanpa menghasilkan
buah. Dalam praktek berarti, bahwa tanah berawa di iliran Palembang tidak cocok untuk tanaman
kapas berumur setahun. Akan tetapi, di tanah talang dan tanah renah di uluan, tanaman kapas
ulu mudah saja disesuaikan dengan silkus ladang (Van Setten dalam Peeters, 1997:50).
Wilayah ini termasuk daerah uluan dengan sistem pemerintahan marga. Sistem ini berasal
dari kesatuan-kesatuan manusia yang diikat oleh genealogis tali kekeluargaan satu keturunan,
lalu lebih meluas dipererat oleh genealogis teritorial, yang keharmonisannya diatur oleh
peraturan yang mereka patuhi untuk menjaga dan mengatur kehidupan sesama perangkat
kesatuan-kesatuan secara geografis (Seno dan Zubir, 2016). Marga terdiri dari sekitar enam
sampai sebelas dusun yang dipilih oleh penduduk dan disahkan oleh raja/sultan (Farida and
Yunani, n.d.).
Struktur Masyarakat Uluan
Struktur masyarakat Palembang tersusun atas empat golongan, yakni raja atau sultan,
bangsawan, rakyat dan budak (Hanafiah dalam Nawiyanto, 2016;54). Sultan menempati posisi
tertinggi dalam stratifikasi sosial dan dianggap sebagai pengganti atau bayangan Allah di bumi.
Sebagai penguasa yang legitimasi kekuasaannya langsung bersumber dari Allah, sultan
mempunyai kekuasaan yang besar. Sultan mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut atau
mutlak . Bahkan, kehendak sultan bisa menjadi hukum, dan tidak ada satupun orang dalam
lingkungan kesultanan mempunyai kuasa untuk menentang atau menolaknya (Nawiyanto,
2016:54-55).
Sultan juga satu-satunya pemilik atas tanah di seluruh wilayah kesultanan dan berkuasa
untuk memberikan tanah tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebagai pemilik
kuasa, maka sultan biasa mendapatkan layanan tenaga kerja dari rakyatnya, penghasilan dalam
jumlah besar dari berbagai sumber seperti pajak perikanan, perburuan satwa liar, serta barang-
barang berharga yang secara eksklusif menjadi hak raja seperti gading-gading gajah yang
didapatkan di hutan, rotan semambu yang luar biasa indah, cula badak, batu gemala yang
berkhasiat untuk pengobatan, serta satwa tertentu termasuk musang dan kucing candramawa
(De Roo de Faille dalam Nawiyanto, 2016:55-56).
Kelompok kedua yaitu bangsawan atau priyayi atau ningrat yaitu keturunan raja atau
sultan, diperoleh karena keturunan atau hadiah dari sultan. Golongan ini terdiri dari tiga tingkatan
yaitu pangeran, raden dan masagus. Umumnya mereka tidak punya harta kekayaan, mereka
menopang kebutuhan hidup mereka dari dusun-dusun atau marga yang dianugrahkan oleh sultan
dan sebagian hidup sebagai pengrajin (Van Sevenhoven dalam Nawiyanto, 2016:56-57).
Rakyat biasa disebut matagawe, khususnya rakyat yang tinggal di pedalaman. Konsep
matagawe mengacu pada pengertian bahwa setiap orang yang telah dianggap dewasa dan sudah
kawin, dan mempunyai tempat tinggal sendiri secara otomatis mendapatkan status sebagai rakyat
kesultanan. Diperolehnya status ini membawa konsekuensi bagi mereka, yakni kewajiban untuk
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menyerahkan gawe (kerja) bagi kepentingan raja/sultan. Kewajiban ini adalah bentuk imbal
balik atas anugerah hak yang telah diperolehnya dari raja untuk menempati dan mengerjakan
tanah. Secara adat diyakini bahwa semua tanah di wilayah kesultanan adalah milik sultan (Zed,
2003:40-41; Nawiyanto, 2016:58; Syawaludin, 2015:185).
Selain matagawe, ada orang miji, yaitu sekelompok orang yang diserahi tanggung jawab
melakukan berbagai pekerjaan tangan untuk sultan dan para priyayi, seperti kerajinan, karya
seni dan tenaga untuk perang. Ada juga senan, yaitu orang-orang yang dipekerjakan secara
eksklusif oleh sultan. Biasanya dalam urusan pembuatan dan perbaikan perahu serta pendayung
perahu sultan. Miji dan senan dibantu oleh beberapa alingan (Rahim dalam Nawiyanto 2016:58).
Rakyat wajib kerja bakti bagi sultan tanpa dibayar karena dianggap telah menerima manfaat
dari sawah, kebun, pekarangan yang diyakini sebagai milik sultan. Karena lebih banyak bekerja
kepada sultan dari pada memenuhi kebutuhan sendiri maka seringkali mereka terjerat hutang.
Dan untuk membayar hutang mereka harus rela menjadi budak (De Roo de Faille dalam
Nawiyanto, 2016:59). Selain itu masih ada golongan budak yang mencakup orang-orang yang
telah kehilangan kemerdekaan atau menggadaikan diri pada orang lain (Rahim dalam Nawiyanto
2016:59).
Masyarakat uluan mengenal sistem kekerabatan patrilineal yakni sistem keturunan yang
diwariskan kepada garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan tersebut dikenal dengan istilah
jurai. Sebuah jurai dipimpin oleh seorang jurai tuo yang diangkat menjadi kepala keluarga
ketika sang ayah meninggal. Jurai tuo merupakan salah satu dari semua anak laki-laki ayahnya.
Biasanya dia dipilih dari putra tertua, walau tidak selalu. Dalam sebuah jurai, semua saudara
lelaki mendapatkan harta warisan tanpa dibagi sama sekali, sehingga tanah yang merupakan
milik kolektif dapat didayagunakan bersama. Mereka juga tetap tinggal bersama-sama seperti
halnya pemilikan tanah (Peeters, 1997).
Pada perkembangannya, sistem jurai tidak melulu soal kekerabatan. Kondisi alam, jarak
dan sistem pengelolaan perladangan berpindah mendorong jurai menjadi semakin kuat. Jurai
lalu berperan penting dalam penyediaan tenaga kerja dalam sistem perladangan, memastikan
rasa aman. Dalam hal ini peran jurai tuo menjadi vital sebagai pengorganisasi jurai. Jurai tuo
mempunyai tiga tanggung jawab utama yakni pengelola kepemilikan kolektif, penanggung jawab
pusaka suci (keris, tombak dan talam tembaga) serta penanggung jawab atas rumah moyang.
Di saat yang sama, anggota jurai berhak atas kepemilikan kolektif dan berkewajiban tunduk
kepada jurai tuo.
Masyarakat uluan dengan jurai mereka miliki mengenal sistem pertanian berpindah.
Jika di daerah iliran masyarakat mengandalkan budidaya padi lebak atau padi basah, maka di
daerah uluan lebih mengandalkan budidaya padi kering. Hal ini karena di ulu hampir tidak
terpengaruh arus pasang surut yang memungkinkan untuk ditanami padi basah. Selain itu lahan
terbuka juga semakin jarang dijumpai, malah hutan semakin rapat. Sehingga padi kering
merupakan budidaya yang mendominasi. Tanah talang yang terletak lebih ke dalam dipakai
untuk membuka ladang, tetapi pematang lebih disukai petani, mengingat tanah aluvial ini
memberikan hasil lebih baik, berkat lapisan endapan subur yang tinggal setiap tahunnya sesudah
banjir.
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Masyarakat uluan percaya kepada roh leluhur. Hal ini termanifestasi dalam sistem
kepercayaan mereka pada puyang. Kepercayaan kepada puyang dipahami dalam pengertian
sakti atau keramat. Uniknya sakti dan keramat tersebut lahir kembali dalam reinkarnasi puyang
kepada anak cucunya. Sehingga pemujaan terhadap makam puyang menjadi tradisi. Dalam
konstruksi ideologis kepercayaannya, orang uluan selalu mengedepankan konsepsi puyang,
sebagai penanda satu keberasalan, asal usul mereka (Santun et al, 2010). Munculnya penyematan
sakti kepada seseorang tidak datang dengan sendirinya tapi melalui proses ketika percobaan
pembunuhan tidak berhasil membunuhnya, maka orang tersebut diidentifikasi sebagai seorang
sakti. Selain itu, seorang kuat dengan cara istimewa dapat mengatasi penyakit, kelaparan, dan
kekerasan juga dengan cepat dianggap sakti.
Angkan-angkanan sebagai Strategi Ekonomi
Angkan-angkanan adalah salah satu tradisi menjadikan seseorang menjadi bagian dari
keluarga, atau proses pengangkatan saudara melalui sumpah dengan disaksikan orang-orang
yang hadir (Syawaludin, 2015:192). Dalam hal ini seseorang diangkat menjadi saudara melalui
sebuah perjanjian antara yang mengangkat dan yang diangkat. Dalam beberapa kesempatan,
tradisi ini dilaksanakan dengan ritual pengesahan dengan mengundang penduduk dan orang-
orang sekitar untuk menyaksikan pengesahan tersebut. Seringkali prosesi itu juga diakhiri dengan
jamuan makan para undangan. Setidaknya hal seperti itulah yang tampak pada saat ini terkait
angkan-angkanan di Kabupaten PALI. Hingga kini, tradisi ini masih tetap dipertahankan.
Menurut pengakuan masyarakat, tradisi ini telah berlangsung lama. Mereka yang ditanya
juga umumnya tidak tahu pasti kapan tradisi ini berawal. Namun demikian, jika merunut sejarah
dan perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam, kuat dugaan tradisi ini muncul seiring
dengan upaya ekspansi wilayah kekuasaan kesultanan pada masa lampau. Hal ini terlihat dari
upaya penguasa kesultanan untuk membangun hubungan dengan daerah uluan untuk mendapat
pengakuan sebagai penguasa atas wilayah tersebut. Pengakuan untuk memastikan masyarakat
menjadi warga kesultanan dan sultan sebagai penguasanya.
Mengangkat persaudaraan melalui angkan-angkanan tidak saja membangun satu
hubungan persaudaraan atau silaturahmi. Lebih dari itu, angkan-angkanan secara tidak langsung
turut menjadi jalan masuk untuk menguasai sektor-sektor produksi hingga menimbun kekayaan.
Angkan-angkanan menjadi pengakuan sekaligus bentuk kepatuhan kepada kesultanan.
Pengakuan dan kepatuhan tersebut secara otomatis memposisikan diri sebagai warga dengan
hak dan kewajiban yang menyertainya.
Kedudukan sebagai warga, secara otomatis menjadikan warga sebagai matagawe, miji
dan senan yang bertanggung jawab memenuhi berbagai kebutuhan sultan (Nawiyanto, 2016:58;
Syawaludin, 2015:185). Tunduk dan menerima diri sebagai warga merupakan bagian dari konsep
matagawe, yaitu bahwa setiap penduduk dewasa atau telah kawin dan mempunyai tempat tinggal
sendiri otomatis memperoleh status sebagai rakyat kesultanan. Segala hak dan kewajiban
matagawe dilindungi oleh pihak kesultanan. Sultan berhak meminta atau menagih gawe rakyat,
sementara rakyat memperoleh hak, misalnya, menempati dan menggarap tanah-tanah milik
sultan (Zed, 2003:41).
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Konsep kepemilikan tanah oleh sultan sebagai pemilik tanah yang sah sekaligus menjadi
potensi besar penguatan ekonomi kesultanan. Penguasa yang diakui memanfaatkan kuasanya
untuk mempermudah akses terhadap hasil bumi sebagai sumber utama kekayaan kesultanan.
Melalui hubungan baik yang dibangun lewat angkan-angkanan, penguasa dapat dengan mudah
mendorong masyarakat membayar pajak atas pengelolaan tanah dan hasil bumi lainnya. Tagihan
pajak merupakan wujud pengakuan masyarakat uluan atas kekuasaan sultan. Pada daerah-daerah
uluan, sebagai imbalannya mereka diwajibkan membayar pajak dan sewaktu-waktu diperlukan
diminta pula untuk menyiapkan tenaga kerja. Daerah-daerah tersebut dinamakan “kepungutan”
yang meliputi wilayah Musi Ilir dan sekitarnya. Untuk menjamin kelancaran pungutan-pungutan
pajak maka di setiap aliran sungai ditempatkan seorang “jenang” yang mengkoordinir marga-
marga dalam aliran sungai (Santun et al, 2010:15).
Pungutan pajak dilakukan oleh petugas kesultanan yang datang ke uluan untuk secara
langsung memungut pajak kepada masyarakat. Daerah yang menjadi sasaran pemungutan pajak
adalah daerah kepungutan. Untuk mempermudah pelaksanaannya, pungutan pajak diberikan
kepada masyarakat setempat yang dipilih berdasarkan pertimbangan kesultanan. Biasanya
masyarakat setempat yang diangkat sebagai pemungut pajak diberi gelar. Gelar pemberian yang
melekat kepada seseorang oleh kesultanan menjadi nilai prestise tersendiri. Sementara itu
pemberian gelar tersebut menjadi jaminan lancarnya pemungutan pajak. Gelar, oleh masyarakat
dianggap sebagai satu keuntungan mendapat kepercayaan diangkat menjadi petugas.
Kesultanan juga memanfaatkan hubungan tersebut untuk menampung hasil bumi dari
uluan melalui jual-beli dengan harga murah. Pada masa kesultanan, hasil-hasil bumi yang
diangkut dari ulu ke ilir untuk diperdagangkan dihargai murah oleh kesultanan. Sementara
ketika masyarakat ulu membeli keperluannya dari Palembang biasanya jauh lebih mahal. Istilah
ini dikenal dengan istilah tibang-tukong. Bahkan, pada masa pemerintahan sultan Najamuddin
II, ia tidak memungut tibang-tukong sesuai ketentuan yang ada. Setiap marga ditetapkan untuk
menyetorkan beberapa komoditi yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam tibang dan tukong,
seperti beras, lada, kopi, gambir, lilin, rotan, dan kerbau yang jumlahnya dinaikkan 50-100
real. Hal ini dilakukan dua sampai empat kali setahun (sebelumnya hanya satu kali setahun
atau maksimal dua kali setahun) secara rutin sehingga rakyat kehilangan sumber kehidupan
sepanjang tahun (Farida, 2009)
Ada kewajiban masyarakat harus menerapkan satu strategi dagang kesultanan yaitu sistem
tibang dan tukong. Tibang adalah pertukaran wajib barang-barang produk dari pedalaman dengan
barang-barang impor seperti baju jawa, kain bengala putih, kapak/parang besi dan garam. Barang-
barang tibang biasanya dikalikan seratus hingga dua ratus. Sedangkan tukong adalah penukaran
barang dari pedalaman dengan uang seperti lada, kopi, lilin, gading gajah, katun, tembakau,
gambir dan beras (ANRI Bundel Palembang No. 15.7 dalam Farida, 2009). Aturan ini lebih
menekankan kepada hak sultan untuk mendapatkan komoditas atau menukarnya sesuai dengan
keinginannya. Sistem ini mengharuskan harga untuk barang-barang yang akan diserahkan
kembali kepada penduduk yang menyerahkan komoditas dari uluan dinaikkkan harganya sebesar
seratus hingga dua ratus persen. Sebaliknya, produk dari uluan yang dijual kepada sultan harganya
diturunkan (Wargadalem, 2017). Walau demikian, tidak semua komoditas uluan yang kena
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penerapan tibang-tukong. Melalui sistem ini sangat memungkinkan sultan menumpuk
kekayaannya.
Selain itu, untuk memastikan kepatuhan warga uluan atas pengakuan kepada kesultanan,
diterapkanlah tradisi milir sebah yaitu tradisi berkunjung ke kesultanan di Palembang dengan
membawa upeti. Sebagaimana diketahui bahwa daerah taklukan (dalam hal ini uluan) masih
memiliki kekuatan-kekuatan yang otonom dan tetap merdeka. Kondisi ekologi dan pola
pengelolaan lahan yang sangat sederhana serta pertanian berpindah membuat sulitnya mengontrol
masyarakat secara terpusat. Dengan melaksanakan ritual milir sebah, kesultanan dapat
memastikan bahwa daerah taklukannya masih di bawah kekuasaannya.
Tradisi milir sebah umumnya berlaku kepada daerah sindang dan dilaksanakan minimal
sekali setahun dalam bulan ramadhan, menjelang lebaran. Dalam pelaksanaannya para uluan-
uluan mengilir datang ke pusatnya di Palembang, sambil membawa barang-barang upeti
gegawaan, hasil bumi daerah uluan, untuk dipersembahkan kepada penguasa di pusat.
Sebaliknya, mereka akan memperoleh atur atau rubo-rubo (hadiah seekor ayam pupu (sejenis
ayam aduan) sebagai bukti perkenan sultan (Wargadalem, 2017). Secara ekonomis, kegiatan
milir sebah dengan kewajiban membawa gegawaan dan hasil bumi sangat menguntungkan
kesultanan.
Uluan memang menjadi daerah potensial sebagai sumber pendapatan bagi kesultanan.
Hasil hutan serta pertanian yang dikelola masyarakat merupakan sumber ekonomi utama
kesultanan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari potensi komoditas seperti padi talang, kapas
ulu, produk hutan kecil dan besar  seperti kayu baik untuk kepentingan kayu bakar maupun
untuk perabotan rumah tangga, kopi di Dataran Tinggi Ulu, serta rempah-rempah. Bahkan
potensi tersebut bisa dilihat hingga sesudah dasawarsa terakhir abad  ke-19 serta pada awal
abad ke-20, ketika daerah tersebut mencapai titik kritis di beberapa lokasi di Uluan Palembang,
masyarakat mulai dapat menanam rotan. Khususnya di Lematang Ulu dan Ilir, petani membuka
kebun rotan (Wargadalem, 2017). Posisi penting uluan sebagai sumber produksi utama
kesultanan, selain untuk memenuhi kebutuhan kesultanan, produksi tersebut turut berperan
menjaga eksistensi dagang di Kota Palembang.
Bagi masyarakat, angkan-angkanan menjadi satu keuntungan tersendiri. Hubungan antara
penguasa sebagai pemilik sumber daya dan rakyat diterjemahkan sebagai pemberian rasa nyaman
dalam melakukan produksi. Angkan-angkanan memberi jaminan kepada penduduk
menggawekan atau menggarap lahan di dusun mereka masing-masing. Hal serupa juga berlaku
dalam status mereka sebagai matapajeg ‘pembayar pajak’ untuk kesultanan, termasuk apa yang
disebut tiban tukon (Zed, 2003:41). Hak menempati dan menggawekan tanah, bukan menguasai
apalagi memiliki tanah ini sudah cukup untuk masyarakat menerima kehadiran sultan dan
mengakui kekuasaannya.
Angkan-angkanan sebagai Strategi Politik
Selain alasan ekonomi, munculnya angkan-angkanan merupakan bagian dari politik
kesultanan. Angkan-angkanan dibangun untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaan sultan
sekaligus sebagai pengamanan kawasan. Cara ini telah dilakukan sejak Adipati Karang Widara
(1485) menyusuri muara-muara sungai di Sungai Musi mudik ke daerah uluan. Pada daerah-
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daerah yang dilewatinya, Adipati memberi piagam penaklukan untuk sebuah pengakuan yang
bersembunyi dalam kata “pendudukan”, dengan memulai kampanye memberi gelar-gelar
kehormatan yaitu “ pangeran” dengan jalan “angkat saudara”, karena pangeran adalah gelar
kesultanan (Santun et al, 2010:12).
Ekspansi kekuasaan dengan pendekatan kekeluargaan sangat efektif karena tidak
dilakukan menggunakan unsur pemaksaan. Hal ini bisa dilihat dari hubungan yang terbangun
melalui angkan-angkanan telah memunculkan pengakuan banyak kepala-kepala pemerintahan
uluan terhadap kekuasaan kesultanan. Dengan didukung desakan ekonomi dan perlindungan
untuk daerahnya, dimana basis ekonomi dan politik uluan terletak di semua aliran sungai yang
bermuara ke sungai Musi, maka kepala-kepala pemerintahan uluan berangsur-angsur mengakui
kekuasaan Sultan Palembang (Santun et al, 2010:12).
Setelah memperoleh pengakuan, masyarakat kemudian didorong untuk menjadi tameng
pengamanan kawasan. Upaya pengamanan dilakukan dengan membangun wilayah sindang
dan sikap. Daerah sindang dan sikap ini diberi tanggung jawab penuh mencegah serangan
musuh dari luar, menyediakan tenaga dimobilisasi untuk keperluan perang serta melibatkan
rakyat untuk kondisi darurat (Nawiyanto, 2016:88). Sebagai imbal atas tugas dan tanggung
jawab tersebut, daerah ini diberi hak menguasai sumber-sumber produksi. Selain itu, sebagai
wilayah terjauh dari ibukota kerajaan, mereka bebas dari semua beban dan pajak/setoran kepada
pemerintah pusat. Namun, mereka mengakui pertuanan kepada sultan yang diwujudkan dengan
cara milir sebah (seba) yaitu pergi ke ibukota untuk mempersembahkan upeti berupa makanan
kepada sultan (Santun et al, 2010:11). Hal itu penting untuk memastikan kepatuhan mereka
pada kesultanan sekaligus keamanan kekuasaan sultan.
Upaya pengamanan tersebut cukup berhasil pada masa kesultanan. Kondisi yang berbeda
ketika kolonial Belanda berkuasa, ketika tidak menerapkan hal yang sama maka menimbulkan
banyak kekacauan bahkan pemberontakan. Bahkan, pada dasawarsa pertama sampai pertengahan
abad ke-19, meletus serentetan pemberontakan kelompok suku-suku daerah sindang, misalnya,
serangan pasemah ke kota Palembang pada 1829, Lahat (1829), Musi Ulu (1837), Redjang
(1840), Ampat Lawang (1840-1850) dan beberapa pemberontakan kecil yang umumnya berasal
dari daerah sindang (Zed, 2003:48).
Keberhasilan strategi angkan-angkanan ini sesungguhnya tidak lepas dari kesadaran
masyarakat uluan yang hidup liar dan nomaden. Kehidupan liar tersebut sangat rentan terhadap
keamanan. Persaingan dalam perdagangan rempah-rempah dan timah yang berasal dari daerah
Kesultanan Palembang juga tidak jarang menjurus pada pecahnya peperangan di antara mereka
yang terlibat di dalamnya. Ketika perang sampai terjadi maka bisa dipastikan dapat
mengakibatkan kerugian baik materi dan nyawa. Untuk itu masyarakat butuh jaminan keamanan
atas wilayah dan nyawa mereka. Pengakuan atas wilayah mereka sebagai daerah kekuasaan
kesultanan cukup membuat mereka nyaman dan ditakuti oleh lingkungan sekitar.
Sementara itu kehidupan masyarakat uluan yang secara genealogis merupakan sistem
marga hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah. Kelompok-kelompok kecil yang
menggantungkan kehidupan di tengah hutan menambah banyaknya resiko yang mereka hadapi.
Tidak saja resiko gangguan dari kelompok lain yang menganut sistem ekonomi sama yakni
ladang berpindah, juga gangguan binatang liar yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka.
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Selanjutnya hal ini mendorong masyarakat untuk menerima tawaran kesultanan untuk diangkat
menjadi saudara oleh kesultanan. Menjadi saudara kesultanan dengan perjanjian tentu akan,
setidaknya cukup membuat mereka merasa nyaman.
Hal lainnya adalah sistem sosial masyarakat PALI tentang hal gaib. Dalam berbagai
literatur menyatakan bahwa masyarakat uluan akan begitu saja menerima tunduk kepada
kekuasaan yang lebih besar atau lebih kuat dari mereka. Mereka berpikir bahwa sudah sepatutnya
kekuasaan kecil tunduk kepada yang besar. Hal ini dijelaskan Peeters (1997) bahwa masyarakat
uluan yang jauh dari pusat kekuasaan, terutama cenderung mengidentifisikasi tenaga gaib dengan
tenaga fisik istimewa. Seorang kuat yang dengan cara istimewa dapat mengatasi penyakit,
kelaparan, dan kekerasan dengan cepat dianggap sakti. Ketika tawaran angkat saudara datang
dari pihak lain yang dianggap sakti, maka masyarakat akan begitu saja menerima.
Faktor identifikasi ini yang selanjutnya mengidentifikasi kesultanan yang sakti.
Kemampuan unggul yang dimiliki oleh kesultanan dibanding seluruh penduduk uluan secara
sadar atau tidak selanjutnya mempengaruhi masyarakatnya untuk tunduk. Tunduk tersebut
ditandai dengan pengakuan atas kekuasaan sultan yang lalu disertai dengan kepatuhan pada
membayar pajak oleh warga kepungutan dan pengantaran seserahan secara berkala oleh warga
di daerah sindang. Dalam hal ini kesultanan jelas memanipulasi adat dan tradisi masyarakat
uluan untuk dapat menguasainya.
PENUTUP
Angkan-angkanan adalah salah satu tradisi menjadikan seseorang menjadi bagian dari
keluarga atau mengangkat persaudaraan. Dalam hal ini seseorang diangkat menjadi saudara
melalui sebuah perjanjian antara yang mengangkat dan yang diangkat. Munculnya tradisi ini
tidak lepas dari dua pihak dengan kepentingan yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama secara
politik dan ekonomi antara penguasa dan masyarakat. Melalui pertimbangan ekonomi dan politik,
penguasa kesultanan dan masyarakat membangun sebuah konsensus dalam hal ini angkan-
angkanan yang secara nyata dapat mengkonsolidasikan masyarakat di daerah uluan dalam daerah
kekuasaannya.
Angkan-angkanan telah mendorong munculnya strategi akumulasi kekayaan oleh
kesultanan terhadap masyarakat uluan. Melalui angkan-angkanan penguasa dapat
mengonsolidasikan ekonominya melalui pengutipan pajak. Kutipan pajak, sistem tibang dan
tukong dan tradisi milir sebah, telah dimungkinkan dengan adanya ‘hubungan baik’ atau
‘hubungan saudara’ karena angkan-angkanan’. Menerima tawaran pengangkatan persaudaraan
dari pihak kesultanan merupakan bagian dari keinginan untuk memastikan bahwa sumber-
sumber produksi mereka aman dan mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka.
Sementara masyarakat di uluan punya kepentingan dalam hal rasa nyaman dan aman
dalam memenuhi kebutuhan subsisten mereka. Melalui angkan-angkanan, penguasa
memanfaatkan orang-orang yang baru diangkat dan diberi gelar sebagai perwakilan dan
bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tersebut lewat pungutan pajak. Perwakilan
ini disebut dengan jenang yang diangkat untuk mengutip pajak kepada masyarakat. Walau
tidak punya kewenangan untuk mengadili kesalahan masyarakatnya, jenang cukup ditakuti
sebagai perwakilan kesultanan. Hal ini tidak lepas dengan dibuatnya hukuman kepanjing kepada
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masyarakat yang melakukan perlawanan kepada sultan. Kepanjing ini merupakan sanksi
pengasingan ke daerah lain. Adapun daerah pengasingan diantaranya Pegagan Ilir dan Sunsang.
Secara politik, Kesultanan Palembang mengelola wilayah kekuasaannya dengan cukup
rapi. Manipulasi kepercayaan serta hubungan kekerabatan dalam bentuk angkan-angkanan atau
angkat saudara menjadi salah satu langkah untuk menancapkan kekuasaan dan menjaga
kepatuhan masyarakat uluan terhadap palembang. Melalui hubungan tersebut, kemudian
dilekatkan berbagai norma dan aturan, hak dan kewajiban serta ritual-ritual yang menjadi simbol
keterikatan diantara kedua belah pihak. Lebih jauh, pengelolaan politik tersebut dimanifestasikan
dalam pembagian wilayah dimana masing-masing wilayah memiliki tanggung jawab yang
berbeda sesuai dengan kebutuhan kesultanan.
Kepercayaan kepada hal gaib atau yang dianggap sakti oleh masyarakat uluan menjadi
salah satu pendorong pengakuan dan kepatuhan terhadap kesultanan. Masyarakat setempat
menganggap bahwa kekuasaan yang lebih tinggi atau lebih besar maka sepatutnya diikuti oleh
kekuasaan yang lebih rendah atau lebih kecil. Pengakuan tersebut kemudian disusul dengan
anggapan bahwa sumber daya yang dimiliki atau yang dikelola oleh mereka merupakan milik
raja yang hanya diberi hak pengelolaan. Lebih lanjut hak pengelolaan juga seakan bagian dari
hadiah oleh penguasa kepada rakyatnya. Hal inilah yang mendorong ketundukan dengan ditandai
dengan penyerahan hasil bumi atau pajak hasil pertanian.
Berkaitan dengan kemerdekaan sindang, penguasa menganggap kontribusi nyata sebagai
warga perbatasan terletak pada keamanan dan kurang menguntungkan dari sisi ekonomi. Hidup
nomaden di hutan tentu lebih sulit untuk dikontrol dari pusat kesultanan. Disamping itu
penghasilan mereka yang nomaden juga dianggap hanya bisa memenuhi kebutuhan subsisten.
Namun demikian, perbatasan merupakan wilayah yang rentan terjadinya perebutan wilayah
antar kelompok. Baik antar kelompok dalam kekuasaan sultan maupun di luar kesultanan. Fakta
ini selanjutnya dimanfaatkan oleh kesultanan untuk menggunakan tenaga mereka untuk menjaga
keamanan dan munculnya serangan dari luar. Mereka tidak diwajibkan membayar pajak, hanya
menjaga keamanan.
Untuk memastikan bahwa daerah uluan tunduk kepada kekuasaan sultan, penguasa
kemudian membuat satu tradisi yang dilakukan secara berkala. Tradisi tersebut dimaksudkan
untuk masyarakat dalam waktu-waktu tertentu menghadap kepada kesultanan sembari membawa
beberapa hasil bumi untuk dipersembahkan. Pada saat yang sama, kesultanan juga menyiapkan
hadiah sebagai balas atas kesetiaan tersebut. Hadiah kesultanan merupakan lambang yang cukup
bernilai bagi masyarakat awam. Lambang ini bisa meningkatkan prestise seseorang di daerahnya
sendiri.
Milir sebah adalah simbol keterikatan, dan bukti tunduk, serta patuh kepada sultan yang
dibalas sultan dengan penghormatan yang sama kepada rakyatnya. Sebagai balasan kepatuhan,
sultan menganugerahkan piagam kepada mereka. Piagam ini dikenal dengan nama Undang
undang Sindang Mardika (peraturan penjaga perbatasan yang Bebas). Tugas yang diberikan
oleh raja kepada penduduk tersebut adalah menjaga perbatasan dari serangan musuh, menangkap
pelarian dan mengusir musuh (Wargadalem, 2017). Milir sebah tidak hanya sekadar ritual semata,
atau hanya silaturahmi antara penguasa dan yang dikuasai. Tradisi ini adalah jaminan pengakuan
masyarakat uluan kepada kesultanan. Lebih jauh, jaminan pengakuan tersebut berimplikasi
Angkan-angkanan, Tradisi Angkat Persaudaraan pada Masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) sebagai Strategi Ekonomi
dan Strategi Politik  (Firdaus Marbun)
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pada jaminan keamanan wilayah khususnya daerah perbatasan serta jaminan eksistensi wilayah
itu sendiri. Milir sebah merupakan simbol kepatuhan masyarakat uluan kepada sultan. Sementara
piagam penghargaan yang senantiasa diserahkan sultan pada kegiatan tersebut merupakan ikatan
permanen. Dalam tradisi tersebut secara langsung telah melekat hak dan kewajiban kedua belah
pihak.
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